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SALINAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

bahwa produk hukum daerah merupakan landasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan
wewenang pemerintah daerah, sehingga
pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum dan/atau kesusilaan serta selaras dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

4.
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

sON&

o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang
Hasundutan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administrasi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan.

Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat
Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di
bidang hukum.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum
berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta
berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati.
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Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup
adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh
Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kebutuhan.

Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati yang Dbersifat konkrit,
individual, dan final.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda
provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat.

Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut
Propemperda adalah instrumen perencanaan program
pembentukan perda provinsi dan perda
kabupaten/kota yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis.

Badan  Pembentukan  Peraturan Daerah  yang
selanjutnya  disebut Bapemperda adalah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam
rapat paripurna DPRD.

Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg
adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan
dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah
rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah
sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud

Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Tuyjuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Produk
Hukum Daerah.



jdih.humbanghasundutankab.go.id

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbetuk:
a. peraturan; dan
b. penetapan.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. Perda; dan

b. Perbup;

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu keputusan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
meliputi kegiatan :

a. penyusunan judul Produk Hukum Daerah yang
dibutuhkan Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran  berdasarkan  dokumen = pelaksanaan
anggaran;

b. penyusunan Produk Hukum Daerah yang dibutuhkan
Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak berdasarkan dokumen pelaksanaan
anggaran.

(2) Penyusunan judul Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan
perintah peraturan perundang-undangan dan kebutuhan
Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Perda

Paragraf 1
Propemperda

Pasal 7
Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam

penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah
Daerah.
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Pasal 8

(1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bagian

Hukum.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas :

a. instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum; dan/atau

b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:

1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.
(4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di
lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui
Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda
sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 11

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
Naskah Akademik.

(2) Penyusunan penjelasan dan/atau Naskah Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari
pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan kepala
Bagian Hukum.

(3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah
Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang
mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur
dalam rancangan Perda.

(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang akan diatur.

(5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
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Pasal 12

(1) Kepala Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah
Akademik rancangan Perda yang diterima dari
Perangkat Daerah pemrakarsa.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan
Naskah Akademik rancangan Perda.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah
menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan
Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada
Perangkat Daerah  pemrakarsa disertai dengan
penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 13

(1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa
untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan
Propemperda.

(2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk
tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:

Bupati;

Sekretaris Daerah;

Perangkat Daerah pemrakarsa;

Bagian Hukum;

Perangkat Daerah terkait;

perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang
terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim
penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh
Perangkat Daerah pemrakarsa.

(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk,
pimpinan  Perangkat Daerah pemrakarsa tetap
bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan
Perda yang disusun.

mO Q0 o

Pasal 14

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat
mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan
perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai
dengan kebutuhan.
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Pasal 15

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai
perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi
dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan
arahan atau keputusan.

Pasal 16
Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi
oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah
pemrakarsa.

Pasal 17

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi.

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian hukum
untuk mengoordinasikan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Bagian Hukum dapat
mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

Pasal 19

(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada
pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa dan pimpinan
Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf
persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.

(2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda
yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir
yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan
ketua tim kepada Bupati.

Pasal 20

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD,
Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai
jumlah yang diperlukan.
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Pasal 21

(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan
Perda di DPRD.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati.

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan
dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada
Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Bagian Kedua
Perbup dan Peraturan Bersama Bupati

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perbup dan
Peraturan Bersama Bupati

Pasal 22

(1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan

(2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun
rancangan Perbup.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
disusun disampaikan kepada kepada Bagian Hukum
untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 23

(1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati
bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

(2) Bupati membentuk tim pembahasan Perbup.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah
pemrakarsa atau pejabat yang
ditunjuk oleh pimpinan Perangkat
Daerah pemrakarsa.

b. Sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan

c. Anggota : sesuai kebutuhan.

(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk,
pimpinan  Perangkat Daerah  pemrakarsa tetap
bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan
Perbup.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada
Sekretaris Daerah.
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Pasal 24

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman
rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.

(2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup yang telah
mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan
dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup
yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan
Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris
Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap
halaman oleh tim.

(4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada
tiap halaman rancangan Perbup yang telah
disempurnakan.

(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati
untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Keputusan Bupati

Pasal 26

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan
keputusan Bupati sesuai tugas dan fungsi.

(2) Pembahasan rancangan keputusan Bupati dilakukan
oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan oleh
kepala Bagian Hukum.

(3) Rancangan keputusan Bupati sebagaiamana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah
mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.

(4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan
Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan pembahasan, pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Produk
Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pasal 22 dan Pasal 26, Bupati dapat membentuk tim
fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah.
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BAB VI
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN
AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 28

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan
oleh Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan
dan pengundangan.

Pasal 29

(1) Penandatanganan rancangan Perda  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan sementara atau berhalangan tetap
penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh
pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara
atau penjabat Bupati.

(3) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat
Bupati.sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat
menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4
(empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. DPRD;
b. Sekretaris Daerah;
c. Bagian Hukum berupa minute; dan
d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Perbup

Pasal 31

(1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan
disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan
dan pengundangan.

(2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berhalangan sementara atau berhalangan tetap
penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh
pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara
atau penjabat Bupati.
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(4) Penjabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan
Perbup inisiasi baru saat menjabat, setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 32

(1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Bagian Hukum berupa minute; dan
c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Keputusan Bupati

Pasal 33

(1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan
pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk
dilakukan penetapan.

(2) Penandatanganan  rancangan  keputusan = Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Bupati.

(3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:

a. Wakil Bupati;
b. Sekretaris Daerah; atau
c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 34

(1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dibuat dalam rangkap
3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Bagian Hukum berupa minute; dan
c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Kesatu
Penomoran

Pasal 35

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh
kepala Bagian Hukum.

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan
menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan
menggunakan nomor kode klasifikasi.
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Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 36

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam
lembaran Daerah.

(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda,
sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 37

(1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
(2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran

Daerah.
(3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan

pengundangan Perda.

(4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan
penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 38

(1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita
Daerah.

(2) Perda dan Perbup mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali
ditentukan lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

(3) Perda dan Perbup yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 39

(1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda dan Perbup.

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan
tetap pengundangan Perda, Perbup dilakukan oleh
pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris
Daerah.

Pasal 40

Perda dan Perbup dimuat dalam jaringan dokumentasi dan
informasi hukum Pemerintah Daerah.
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Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 41

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan
diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

(2) Autentifikasi Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian
Hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42
Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum
Daerah, bentuk dan tata cara pengisian Propemperda, serta
bentuk Produk Hukum Daerah mengacu kepada peraturan
perundang-undangan tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd

DOSMAR BANJARNAHOR
Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd
TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP HUKUM,

NIP. 19620624 198602 1 001



